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Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai 

 

 

SAMBUTAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN BANGGAI 

 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa 

karena atas perkenaan - Nyalah sehingga Buku Profil Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Tahun 2022 

ini dapat terwujud. 

Penyusunan Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Banggai Tahun 2022 ini menyajikan informasi 

kondisi terkini (update). Harapan kami, profil ini mampu 

memberikan gambaran mengenai kondisi riil Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai 

Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  

Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan 

salah satu wujud pelayanan kami kepada para pengguna untuk 

dapat membuka informasi bagi siapa saja yang ingin mengenal 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih baik serta untuk 

mengetahui dan menganalisa pelaksanaan program dan 

kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Banggai. 
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DAFTAR ISI 

 

Sejarah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai 

Kurun Waktu 2001 - 2025 

Tugas Pokok dan Fungsi, IKU, Struktur Organisasi dan 

Personil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai 

Kondisi Kepegawaian dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kab. Banggai 

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Utama 

Isi Profil Dinas 

Lampiran Profil Dinas 
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 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai diresmikan pada Tahun 1971 Oleh Prof. Dr. Subroto Selaku Menteri 
Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Koperasi Pada Tanggal 09 Februari 1977. 

KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BANGGAI 
KAWASAN PELABUHAN LUWUK KELURAHAN KARATON KECAMATAN LUWUK 

JL. TANJUNG TAMPAK NO.01 LUWUK 



            
 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai 

 Berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Banggai Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang 
Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

 

 

SEJARAH SINGKAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BANGGAI 
 
 
 

Pimpinan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Banggai saat itu dijabat oleh Bapak Drs. MAHFUD dengan masa 
jabatan selama 3 tahun, kemudian Berdasarkan Pasal 4 huruf a 
Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Banggai Nomor : 4 Tahun 
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Banggai, Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai 
Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, telah ditetapkan Uraian 
Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi  Kabupaten Banggai, dipimpin oleh ERNAINI 
MUSTATIM, SH., MH sampai sekarang. 
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Drs. ABD. RAHIM 

2004 - 2007 

 

2 

Drs. HERMAN PANDAR, MM 

2007-2009 

 

3 

Ir.  JAMHAR BASIR, M.Si 

2009-2011 

 

4 

Drs. ABD. MALIK MASULILI 

2011-2013 

 

5 

Drs. USMAR MANGANTJO,MH 

2013-2018 

 

6 

MANANG SUPRAYOGI, S.Sos 

2018-2019 
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HELENA A. PADEATU, SH.,M.Hum 

2019-2022 
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ENAINI MUSTATIM, SH.,MH 

2022 - 2025 

 

9 



            
 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai 

 

PENJABARAN VISI DAN MISI KAB. BANGGAI TAHUN 2021-2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten 
Banggai : 
1. Membangun Kualitas 

Sumber Daya Manusia 
2. Meningkatkan Kemandirian 

Ekonomi Yang Produktif 

 
 
 
 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Banggai merupakan salah satu lembaga teknis daerah 

yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap 

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang 

Penempatan dan Perluasan Kerja, Pelatihan dan 

Produktifitas, Pembinaan Hubungan Perindustrial, 

ketransmigrasian meliputi otonomi dan tugas 

pembantuan meliputi Perumusan kebijakan teknis di 

bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Pelatihan dan 

Produktifitas, Hubungan Industrial serta 

Ketransmigrasian, Penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

penempatan dan perluasan kerja, Pelatihan dan 

Produktifitas, Pembinaan Hubungan Industrial serta 

ketransmigrasian. Berkaitan dengan hal tersebut diatas 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

mendukung Misi  ke 1 dan Misi ke 2 Kabupaten Banggai 

yaitu : “Membangun Sumber Daya Manusia Yang 

Berkualitas, Produktif Dan Sejahtera” Dan 

“Menciptakan Kemandirian Ekonomi Yang Produktif 

Dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi” 

dengan tujuan: Membangun Kualitas Sumber Daya 

Manusia Dan Meningkatkan Kemandirian Ekonomi 

Yang Produktif, dan Sasaran Stratetis : 

1. SASARAN MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS, 

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA 

2. TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN DAN 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan 

kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Jika meningkatnya angka 

pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan 

kerja yang ada, meningkatnya beban masyarakat, yang merupakan sumber utama 

kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan keresahan sosial, serta manghambat 

pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. 

Upaya penyaluran pencari kerja dalam rangka memenuhi pasar kerja tidak lepas 

dari peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku lembaga yang mengurusi 

masalah ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dituntut untuk selalu 

meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi kepada masyarakat ini antara lain dalam hal pembuatan kartu angkatan 

kerja (AK1), penyediaan informasi lapangan kerja, pengurusan jamsostek bagi para 

tenaga kerja, pendaftaran lowongan kerja, pemberian pelatihan dan keterampilan bagi 

calon tenaga kerja, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja serta menanggapi 

keluhan permasalahan yang dihadapi tenaga kerja yang berkaitan dengan dunia kerja. 

Selain itu, upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan jumlah 

penyediaan fasilitas kerja dan informasi pasar kerja yang memadai, peningkatan 

pelatihan keterampilan tenaga kerja baik di lingkungan tempat dia bekerja maupun di 

balai-balai latihan kerja, dan penyesuaian kembali kurikulum pendidikan dengan 

kebutuhan pasar kerja menjadi agenda penting bagi pemerintah yang harus segera 

diwujudkan untuk mengatasi masalah pengangguran. Untuk itulah, tepat kiranya apabila 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai lembaga pemerintah yang menangani 

masalah ketenagakerjaan harus turut berupaya dalam menentukan dan menerapkan 

strategi mengatasi masalah pengangguran. 

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banggai berdasarkan  

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 merupakan unsur pelaksana 
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otonomi daerah di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Sesuai peraturan  daerah 

tersebut, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banggai mempunyai tugas 

melaksanakan sebagaian urusan Pemerintah Daerah meliputi urusan bidang Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan. 

B. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Adapun visi dan misi Kabupaten Banggai Tahun 2025 – 2026 sebagai berikut : 

VISI  :   

“TERWUJUDNYA BANGGAI MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA 

BERBASIS KEARIFAN LOKAL” 

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Banggai di atas adalah:  

- Kualitas Sumber Daya Manusia meningkat yang di tunjukan oleh Indeks 

Pembangunan Manusia, Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender 

meningkat.  

- Pendapatan masyarakat meningkat di barengi dengan berkurangnya kesenjangan 

pendapatan antar kelompok.  

- Meningkatnya lapangan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja, sehingga tingkat 

pengangguran berkurang. 

Dalam rangka mensukseskan cita-cita bersama yang tertuang di dalam visi 

Kabupaten Banggai,serta upaya meneruskan jalan perubahan untuk mewujudkan 

perubahan Kabupaten Banggai yang lebih baik, maju, mandiri, sejahtera, berbasis 

kearifan lokaldan didukungpemerintahan yang bersih & professional ditempuh dengan 

misi sebagai berikut: 

1. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif dan Sejahtera; 

2. Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui 

Pemanfaatan Teknologi; 

3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan 

Bencana; 

4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Berbasis 

Lingkungan; 
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5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya serta Nilai Keagamaan; 

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel. 

Keenam Misi tersebut diatas, terdapat dua point yang berkaitan dengan misi 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu: 

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas , Produktifdan Sejahtera; 

2. Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui 

Pemanfaatan Teknologi. 

C. Sejarah Singkat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Sebagai Perwujudan dari pelaksanaan Otonomi daerah terbentuk Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai yang merupakan penggabungan dari dua 

Instansi yaitu Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Banggai dan Kantor 

Departemen Transmigrasi Kabupaten Banggai yang telah di bentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor : 02 Tahun 1999. 

 Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007 

tentang pembagian urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan 

Pemerintah Kabupaten serta Peraturan Pemerintah  Nomor : 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi perangkat Daerah maka Pembentukan Nomenklatur, Kedudukan, tugas 

Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten 

Banggai di tinjau kembali (di rubah ) kemudian ditetapkan dengan peraturan Daerah 

Kabupaten Banggai Nomor : 04 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-

Dinas Daerah Kabupaten Banggai yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Bupati 

Banggai Nomor : 03 tahun 2009 tentang uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Banggai,kemudian mengalami perubahan lagi berdasarkan 

peraturan daerah Kabupaten Banggai yang di tindak lanjuti tentang uraian tugas dan 

Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai, kemudian berubah 

lagi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor : 4 tahun 2016 tentang 

pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Banggai dan Peraturan Bupati  

Kabupaten Banggai  Nomor : 20 Tahun 2017 tentang uraian tugas, Fungsi dan Tata 

Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan sekarang. Dengan lokasi 

Kantor Dinas berada di Jl.Tanjung Tampak No. 1 Luwuk. 



4 
 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM 

A. Keadaan Geografis 

 Secara astronomis, Kabupaten Banggai terletak antara 0o 30’ – 2o 20’ Lintang 

Selatan dan 122o 23’ – 124o 20’ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, 

Kabupaten Banggai memiliki batas-batas: bagian Utara - Tomini, bagian timur 

berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Banggai Kepulauan dan bagian barat dibatasi oleh Kabupaten Tojo Una-Una dan 

Morowali. Kabupaten banggai terdiri dari 23 Kecamatan. 

Kabupaten Banggai merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata  84 

meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 0O 30’ – 20 20’ Lintang Selatan dan 

122O 23’ – 124O 20’ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Banggai adalah berupa 

daratan seluas 9.672,70 Km2. Hingga akhir 2019 wilayah administrasi Kabupaten 

Banggai berkembang menjadi  24 kecamatan, 46 kelurahan dan 291 desa dengan luas 

wilayah 9.672,70 km² dan jumlah penduduk sebesar 359.495 jiwa dengan sebaran 

penduduk 37 jiwa/km². Jarak antara ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi Sulawesi 

Tengah dan Kabupaten lain di Sulawesi Tengah. 

a) Luwuk - Palu  =  610 Km  

b) Luwuk - Parigi  =  535 Km  

c) Luwuk - Poso  =  388 Km  

d) Luwuk – Ampana =  248 Km  

e) Luwuk - Banggai  =  100 Km/66 Mil Laut  

f) Luwuk - Salakan  =  61 Km/38 Mil Laut  

g) Luwuk - Bungku  =  161 Km/106 Mil Laut  

Secara geografis, Kabupaten Banggai memiliki beberapa kecamatan yang luas. 

Kecamatan tersebut seperti kecamatan Nuhon, Kecamatan Batui, Kecamatan Toili 

Barat, Kecamatan Pagimana, dan Kecamatan Bualemo. Untuk kecamatan yang 

memiliki luas paling kecil seperti Kecamatan Luwuk, Kecamatan Luwuk Selatan, 

Kecamatan Lobu dan Kecamatan Balantak Utara. Secara umum beberapa kecamatan di 
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Kabupaten Banggai memiliki 

ketinggian yang bervariasi. 

Kecamatan yang memiliki 

ketinggian paling tinggi antara 

lain Kecamatan Simpang Raya, 

Kecamatan Nambo, Kecamatan 

Kintom dan Kecamatan 

Pagimana, sedangkan kecamatan 

paling rendah adalah Kecamatan 

Balantak Utara, Kecamatan 

Lamala, Kecamatan Balantak dan 

Kecamatan Mantoh. 

Secara geografis 

Kabupaten Banggai sangat luas 

dan menyebabkan beberapa 

kecamatan berada cukup jauh 

dari ibukota kabupaten seperti 

Kecamatan Simpang Raya, 

Kecamatan Balantak Utara, 

Kecamatan Nuhon, dan Kecamatan Toili Barat. Kabupaten Banggai memiliki beberapa 

pulau yang mengelilinginya. Total pulau yang dimiliki Kabupaten banggai adalah 62 

buah pulau. Kecamatan Luwuk tercatat mempunyai pulau paling banyak yaitu 18 pulau. 

Disusul Pagimana dengan 11 pulau, dan Nambo dengan 9 pulau. 

B. Iklim dan Cuaca 

Kondisi iklim di Kabupaten Banggai menurut BMKG 2025 dapat digambarkan 

sebagai berikut : rata-rata suhu udara yang tercatat pada tahun 2025 yaitu 25,8oC, rata-

rata suhu udara maksimum yaitu 32,8°C dan rata-rata Suhu udara minimum yaitu 

23,3°C.  Suhu maksimum yang terjadi pada tahun 2025 terdapat pada bulan Februari 

yaitu 33,6°C. Sedangkan suhu minimum yang terjadi pada tahun 2025 terdapat pada 

Bulan Mei yaitu 21,6oC. Kemudian rata-rata kelembaban udara pada tahun 2025 yaitu 

79%, rata-rata kelembaban udaran maksimum yaitu 97%, sedangkan rata-rata 
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kelembaban udara minimum yaitu 57,8%. Kelembaban udara maksimum yang terjadi 

pada tahun 2025 terdapat pada bulan April yaitu 100% sedangkan Kelembaban udara 

minimum terdapat pada bulan Desember yaitu 53%. 

Rata-rata jumlah curah hujan yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Syukuran 

Aminudin Amir Luwuk pada tahun 2025 berkisar antara 91,1mm. Dengan curah hujan 

tertinggi terdapat pada bulan Juli yaitu 166,5mm, sedangkan curah hujan yang terendah 

terdapat pada bulan Agustus yaitu 21,7mm. Rata-rata jumlah hari hujan 12 hari 

perbulan, dan rata-rata Penyinaran Matahari yaitu 44,3%. 

C. Keadaan Penduduk 

Jumlah penduduk 

Kabupaten Banggai menurut 

Badan Pusat Statistik pada 

tahun 2020 sebanyak 362.275 

Jiwa dan pada tahun 2025 

sebanyak 366.224 Jiwa. Laju 

pertumbuhan Penduduk per 

Tahun 2020-2025 sebesar 

1,46%. Beberapa kecamatan 

memiliki Jumlah penduduk 

pada tahun 2025 di Kabupaten 

Banggai yang paling banyak 

yaitu Kecamatan Luwuk 

sebanyak 34.933 Jiwa dan 

Kecamatan Toili sebanyak 

34.754 Jiwa. Kecamatan 

dengan penduduk paling 

sedikit adalah Kecamatan 

Lobu yaitu sebanyak 3.809 

Jiwa dan Kecamatan Balantak 

Utara sebanyak 4.738 Jiwa. 
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BAB III 

TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN SASARAN ORGANISASI 

A. Tugas Pokok dan Fungsi  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016, Dinas 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi melaksanakan tugas sebagai mana pasal 48 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 

2. Penyelenggaraan  sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;  

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati  sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

B. Susunan Organisasi 

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Terdiri  atas : 

1. Kepala Dinas  

2. Sekretariat, meliputi :  

- Sub Bagian Umum dan  Kepegawaian  

- Sub Bagian Keuangan dan Aset  

- Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi  

3. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, meliputi : 

- Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja  

- Seksi Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri  

- Seksi Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya   

4. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, meliputi : 

- Seksi Pelatihan dan Pemagangan  

- Seksi  Standarisasi dan Setifikasi Kompetensi  

- Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja 

5. Bidang Hubungan Industrial, meliputi : 

- Seksi  Kelembagaan dan Syarat-Syarat Kerja  
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- Seksi  Pengupahan dan Jamsostek  

- Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

6. Bidang Ketransmigrasian, meliputi : 

- Seksi  Penyiapan, Penempatan dan Pemukiman Transmigrasi  

- Seksi  Penataan dan Penyebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi  

- Seksi  Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi 

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD. LLK – UKM ) 

8. Kepala Sub. Bagian TU. UPTD. LLK - UKM  

9. Kelompok Jabatan Fungsional. 

C. Uraian Tugas 

Adapun uraian tugas yang dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

yaitu: 

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan tugas membantu Bupati dalam urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangan daerah  dan  tugas pembantuan  di bidang tenaga kerja dan 

transmigrasi  meliputi perumusan  kebijakan, pelaksanaan kebijakan,  pelaksanaan  

evaluasi dan pelaporan  serta pelaksanaan administrasi kesekertariatan, penempatan 

dan perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

a. Dalam  melaksanakan tugas, Kepala Dinas Tenaga Kerja  dan Transmigrasi  

mempunyai fungsi: 

a) perumusan kebijakan di bidang  tenaga kerja dan transmigrasi;  

b) pelaksanaan  kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 

c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang  tenaga kerja dan transmigrasi; 

d) pelaksanaan administrasi  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan 

e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. 

b. Uraian tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai 

berikut:  

a) mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi berdasarkan kebijakan umum daerah dan ketentuan yang 

berlaku; 
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b) menyusun konsep sasaran pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi sesuai dengan program yang telah di tetapkan; 

c) membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku; 

d) mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai 

ketentuan  dan rencana kerja; 

e) melaksanakan perumusan  kebijakan di bidang penempatan dan perluasan 

kerja, pelatihan dan produktivitas, pembinaan hubungan indusrial serta 

ketransmigrasian sesuai ketentuan yang berlaku;  

f) melaksanakan  koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan 

kesekretariatan, Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, Pelatihan dan 

Produktifitas, Pembinaan Hubungan Industrial serta Ketransmigrasian sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

g) menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris dan 

Kepala Bidang di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

h) mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai 

program yang telah ditetapkan; 

i) melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai pencapaian dan target kinerja; dan 

j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

berdasarkan  tugas dan fungsinya. 

2. Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional   di bidang 

kesekretariatan meliputi penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan 

tugas dan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan aset, pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi umum, kepegawaian, 

perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

a. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

mempunyai fungsi: 

a) penyiapan perumusan kebijakan tugas administrasi dinas; 

b) koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada 

seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi; 
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c) pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi; 

d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

administrasi di lingkungan Dinas Transmigrasi; 

e) pembinaan teknis fungsi kesekretariatan; dan 

f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

b. Uraian tugas Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai 

berikut: 

a) merencanakan program operasional Sekretariat Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan   yang 

berlaku;  

b) membagi tugas kepada Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat berdasarkan 

rencana kerja;  

c) mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan; 

d) melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan 

hasil analisis dan ketentuan yang berlaku; 

e) melaksanakan penyiapan,  penataan, pengembangan dan pembinaan 

organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, kehumasan, protokol,  

kerumahtanggaan, urusan kesehatan, keamanan, ketertiban lingkungan, 

urusan utilitas, bangunan gedung serta sarana dan prasarana lingkungan 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

f) melaksanakan koordinasi perencanaan program/kegiatan, penyusunan 

administrasi anggaran, fasilitasi penganggaran, dan penyusunan laporan 

kinerja dinas  sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja; 

g) melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, pemantauan dan 

evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat 

perbendaharaan, penatausahaan hasil pemeriksaan dan perumusan  laporan 

keuangan dinas  sesuai ketentuan yang berlaku; 

h) melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan 

program pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi, dokumentasi 
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barang serta layanan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

i) mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian  lingkup Sekretariat 

berdasarkan capaian kinerja; 

j) menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat  sesuai 

ketentuan  yang berlaku; 

k) melaporkan  pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas  Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi  sesuai pencapaian /target kinerja; dan 

l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian meliputi pelayanan kearsipan, 

tatalaksana, rumah tangga, kehumasan, administrasi kepegawaian dan kesejahteraan 

pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

a. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai 

berikut: 

a) merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan 

program operasional sekretariat; 

b) memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c) mendistribusikan  tugas kepada bawahan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi; 

d) melaksanakan penyiapan bahan perumusan  kebijakan administrasi umum 

dan kepegawaian sesuai hasil analisis data dan ketentuan    yang berlaku; 

e) melaksanakan pelayanan kehumasan, keprotokoleran, rapat-rapat dinas, 

pengurusan rumah tangga, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

f) melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, 

naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan berdasarkan 

ketentuan yang berlaku; 

g) melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian 

yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, taspen, 
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BPJS, pembinaan disiplin,  pemberian penghargaan, pendidikan dan pelatihan 

serta peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku; 

h) melaksanakan pengelolaan organisasi, kepegawaian dan tatalaksana dinas, 

yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi/fasilitasi penyusunan Analisis 

Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (EVJAB), 

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), dan Standar Operasional Prosedur (SOP), 

Standar Pelayanan (SP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta Sistem 

Pengendalian Internal dinas, berdasarkan pedoman dan ketentuan yang 

berlaku; 

i) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

pelayanan administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

j) membimbing  pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k) membuat laporan  pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi meliputi penyusunan laporan 

akuntabilitas dan laporan informasi penyiapan bahan, koordinasi penyusunan 

rencana program/kegiatan dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

a. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi adalah sebagai 

berikut: 

a) merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan 

program operasional sekretariat; 

b) memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c) mendistribusikan  tugas kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan dan 

Evaluasi berdasarkan tugas dan fungsi; 
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d) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan 

evaluasi sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e) melaksanakan penyiapan bahan, kompilasi dan koordinasi penyusunan 

rencana program dan kegiatan meliputi penyusunan Rencana Strategis 

(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 

perjanjian kinerja dinas  sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

f) melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja 

anggaran dan rencana kerja perubahan anggaran dinas  sesuai dengan 

ketentuan dan indikator kinerja;  

g) melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD) dinas, berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

h) melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan 

evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

i) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

administrasi perencanaan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j) membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Perencanaan dan 

Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k) membuat laporan  pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan evaluasi 

sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan kegiatan keuangan dan aset meliputi kegiatan penyusunan 

perencanaan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, 

pembukuan, pelaporan serta pengelolaan aset dinas berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

a. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut: 
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a) merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset  berdasarkan 

program operasional sekretariat; 

b) memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai 

dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c) mendistribusikan  tugas kepada bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset 

berdasarkan tugas dan fungsi;  

d) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis keuangan dan 

aset sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen 

pelaksanaan/perubahan pelaksanaan anggaran (DPA/DPPA) berdasarkan 

pagu yang di tetapkan; 

f) melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pembukuan 

keuangan anggaran belanja langsung dan tidak langsung  serta evaluasi dan 

penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman dan realisasi 

pengelolaan keuangan daerah; 

g) melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan 

pencatatan perlengkapan/aset berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

h) melaksanakan pemeliharaan peralatan/perlengkapan, lingkungan dan gedung 

kantor, kendaraan dinas serta aset lainnya berdasarkan ketentuan yang 

berlaku;  

i) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

pelayanan administrasi keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

j) membimbing  pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian sesuai dengan 

ketentuan; 

k) membuat laporan  pelaksanaan tugas Sub Bagian sesuai pencapaian/target  

kinerja; dan 

l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

6. Kepala  Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan operasional penempatan dan perluasan kerja meliputi penyiapan 

perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 
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pelaporan serta pelaksanaan administasi tugas informasi pasar dan penempatan 

tenaga kerja, pembinaan tenaga kerja mandiri, serta teknologi tepat guna  dan padat 

karya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

a. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi: 

a) penyiapan perumusan  kebijakan penempatan dan perluasan kerja; 

b) penyiapan pelaksanaan kebijakan  penempatan dan perluasan kerja; 

c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penempatan dan perluasan kerja; 

d) pelaksanaan administrasi bidang penempatan  dan perluasan kerja;dan 

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  

b. Uraian tugas Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja adalah sebagai 

berikut : 

a) merencanakan operasional Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja 

berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku; 

b) membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Penempatan dan Perluasan 

Kerja berdasarkan rencana kerja; 

c) mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Penempatan  Tenaga 

Kerja sesuai dengan tanggung  jawab yang diberikan; 

d) melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan penempatan dan perluasan 

kerja, pengendalian TKI dan TKA sesuai hasil analisis data dan ketentuan 

yang berlaku; 

e) melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan seleksi, penempatan, pemberian 

petunjuk teknis, pembinaan, pemantauan dan pengendalian tenaga kerja serta 

perluasan kesempatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku; 

f) melaksanakan pemantauan informasi pasar kerja dan pengendalian bursa 

informasi pasar kerja sesuai ketentuan yang berlaku; 

g) melaksanakan pembinaan Lembaga Latihan Pemerintah, Lembaga 

Penempatan Tenaga Kerja Swasta, Tenaga Kerja Asing, Antar Kerja Antar 

Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar 

Negara (AKAN) sesuai ketentuan yang berlaku; 
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h) melaksanakan koordinasi, konsultasi di tingkat Provinsi dan Pusat dalam 

pelaksanaan program pembantuan dan program dekonsentrasi sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

i) mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Penempatan dan 

Perluasan Kerja berdasarkan capaian kinerja; 

j) menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Penempatan dan 

Perluasan Kerja  sesuai ketentuan yang berlaku; 

k) melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan   sesuai 

tugas dan fungsinya. 

7. Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai 

tugas memimpin dan melaksanakan  kegiatan informasi pasar kerja dan penempatan 

tenaga kerja meliputi  penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan 

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan 

administrasi  tugas informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja berdasarkan 

Peraturan  Perundang-undangan yang berlaku. 

a. Uraian tugas Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja 

adalah sebagai berikut : 

a) merencanakan kegiatan Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga  

Kerja berdasarkan program operasional bidang; 

b) memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Informasi Pasar Kerja dan 

Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c) mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Informasi Pasar Kerja dan 

Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan  tugas   dan fungsi; 

d) melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan penempatan dan 

perluasan kesempatan kerja, mengumpulkan data lowongan kerja lokal, 

AKAD, pencari kerja sesuai hasil analsis data dan ketentuan yang berlaku; 

e) melaksanakan pelayanan pendaftaran dan penerbitan kartu AK1, AK2, AK3, 

AK4 dan AK5 dan pendataan dan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja 

(IPK) melalui Bursa Pasar kerja secara On Line sesuai ketentuan yang 

berlaku; 
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f) melaksanakan fasilitasi penerimaan dan pendaftaran serta menyeleksi tenaga 

kerja sesuai permintaan pihak perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku; 

g) melaksanakan penyiapan  konsep rekomendasi dan melakukan pendataan 

tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Lokal 

(AKAL) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

h) melaksanakan pembinaan, penelitian dan pendataan perizinan tenaga kerja 

asing yang dipekerjakan pada perusahaan dan menyeleksi serta mengatur 

pelaksanaan tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri sesuai ketentuan 

yang berlaku;  

i) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

penempatan dan perluasan kesempatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku; 

j) membimbing  pelaksanaan tugas bawahan Seksi Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k) membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai 

tugas dan fungsinya. 

8. Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan kegiatan pembinaan tenaga kerja mandiri meliputi penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pembinaan tenaga 

kerja mandiri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

a. Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri adalah sebagai 

berikut: 

a) merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri dan Tenaga 

Kerja Sektor Informal berdasarkan operasional bidang; 

b) memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pembinaan   Tenaga Kerja  Mandiri 

dan Tenaga Kerja Sektor Informal sesuai ketentuan yang berlaku; 

c) mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pembinaan Tenaga Kerja 

Mandiri dan Tenaga Kerja Sektor Informal berdasarkan tugas dan fungsi; 
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d) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan tenaga kerja  mandiri 

dan tenaga kerja sektor informal sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang 

berlaku; 

e) melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap pemandu wirausaha dan 

tenaga kerja mandiri/tenaga kerja sektor informal sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

f) melaksanakan kegiatan pembinaan tenaga kerja mandiri sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

g) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan evaluasi tenaga kerja mandiri dan 

tenaga kerja sektor informal sesuai ketentuan yang berlaku; 

h) melaksanakan, mengarahkan dan pembinaan teknis terhadap pelaku tenaga 

kerja mandiri dan tenaga kerja sektor informal sesuai ketentuan yang berlaku; 

i) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

pembinaan  tenaga kerja mandiri dan tenaga kerja sektor informal sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

j) membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pembinaan Tenaga Kerja 

Mandiri dan Tenaga Kerja Sektor Informal sesuai ketentuan    yang berlaku; 

k) membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri 

dan Tenaga Kerja Sektor Informal  sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

9. Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna  dan Padat Karya mempunyai tugas memimpin 

dan melaksanakan kegiatan teknologi tepat guna  dan padat karya meliputi 

penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas teknologi 

tepat guna  dan padat karya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

a. Uraian tugas Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya adalah 

sebagai berikut: 

a) merencanakan  kegiatan Seksi Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya 

berdasarkan program operasional bidang; 
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b) memberi petunjuk kepada bawahan Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya 

sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c) mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Teknologi Tepat Guna dan 

Padat Karya berdasarkan tugas dan fungsi; 

d) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknologi tepat guna 

dan padat karya sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e) melaksanakan  pembinaan pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana 

terkait pengembangan kegiatan teknologi tepat guna dan padat karya sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

f) melaksanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pengembangan 

teknologi tepat guna dan padat karya sesuai ketentuan yang berlaku; 

g) membuat rencana kerja terhadap persiapan dan pelaksanaan kegiatan 

teknologi tepat guna dan padat karya sesuai ketentuan yang berlaku; 

h) melaksanakan program kegiatan yang berkaitan dengan padat karya yang 

bertujuan memberikan kesempatan kerja Kepada masyarakat sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

i) melaksanakan pemantauan evaluasi dan pengendaliian pelaksanaan kegiatan 

teknologi tepat guna  dan padat karya sesuai ketentuan yang berlaku; 

j) membimbing pelaksanaan tugas bawahan seksi Teknologi Tepat Guna dan 

Padat Karya sesuai ketentuan yang berlaku; 

k) membuat Laporan pelaksanaan tugas Seksi Teknologi Tepat Guna dan Padat 

Karya sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai 

tugas dan fungsi. 

10. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan operasional Pelatihan dan Produktifitas meliputi penyiapan 

perumusan  kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan serta pelaksanaan administasi tugas pelatihan dan pemagangan, 

standarisasi  dan sertifikasi kopentensi, serta pengembangan produktivitas tenaga 

kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

a. Kepala Bidang  Pelatihan dan Produktifitas mempunyai fungsi: 

a) penyiapan perumusan  kebijakan  pelatihan dan produktifitas; 
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b) penyiapan pelaksanaan kebijakan pelatihan dan produktifitas; 

c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelatihan dan produktifitas; 

d) pelaksanaan administrasi bidang pelatihan dan produktifitas; dan 

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

b. Uraian tugas Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas adalah sebagai berikut: 

a) merencanakan operasional Bidang  Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja 

berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku; 

b) membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Pelatihan dan Produktifitas 

Tenaga Kerja  berdasarkan rencana kerja; 

c) mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pelatihan dan 

Produktifitas Tenaga Kerja sesuai dengan tanggung jawab yang  diberikan; 

d) melaksanakan penyiapan  perumusan kebijakan produktifitas tenaga kerja 

sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, pengelolaan, pelatihan dan 

produktifitas serta magang tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku; 

f) melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta memberikan petunjuk 

teknis terhadap instruktur pelatihan kerja sesuai ketentuan yang berlaku; 

g) melaksanakan koordinasi, konsultasi di tingkat Provinsi dan Pusat dalam 

pelaksanaan program pembantuan dan program dekonsentrasi sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

h) melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap tenaga 

kerja pemandu usaha mandiri dan pelaksanaan kegiatan produktifitas tenaga 

kerja sesuai ketentuan yang berlaku; 

i) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan  Kepala Seksi di Bidang Pelatihan 

dan Produktifitas Tenaga Kerja berdasarkan capaian kinerja; 

j) menyelia pelaksanaan tugas bawahan Kepala Seksi di Bidang Pelatihan dan 

Produktifitas Tenaga Kerja sesuai ketentuan yang berlaku;  

k) melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga 

Kerja sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai 

tugas dan fungsinya. 
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11. Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan kegiatan pelatihan dan pemagangan meliputi penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas Pelatihan dan 

Pemagangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

a. Uraian tugas Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan adalah sebagai beriku: 

a) merencanakan kegiatan Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja 

berdasarkan program operasional bidang; 

b) memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga 

Kerja sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c) mendistribusikan  tugas kepada bawahan Seksi Pelatihan dan Pemagangan 

Tenaga Kerja berdasarkan tugas dan fungsi; 

d) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelatihan dan 

pemagangan tenaga kerja sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang 

berlaku; 

e) melaksanakan pelatihan keterampilan dan bimbingan terhadap pemagangan 

dalam negeri, luar negeri dan pencari kerja sesuai ketentuan yang berlaku; 

f) melaksanakan sosialisasi program standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

g) melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam 

rangka pelaksanaan program latihan kerja sesuai ketentuan yang berlaku; 

h) melaksanakan koordinasi dan konsultasi instruktur Lembaga Latihan Kerja 

(LLK), Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Latihan Kerja Swasta 

(LLKS) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembantuan dan 

dekonsentrasi sesuai ketentuan yang berlaku; 

i) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

pelatihan dan pemagangan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

j) membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pelatihan dan Pemagangan 

Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan kinerja yang di tetapkan; 

k) membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga 

Kerja sesuai pencapaian/target kinerja; dan 
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l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

12. Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan kegiatan standarisasi dan sertifikasi  meliputi penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas standarisasi dan 

sertifikasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

a. Uraian Tugas Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi adalah sebagai berikut: 

a) merencanakan kegiatan Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi 

berdasarkan program operasional bidang; 

b) memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Standarisasi dan Sertifikasi 

Kompetensi sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja; 

c) mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Standarisasi dan Sertifikasi 

Kompetensi berdasarkan tugas dan fungsi; 

d) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan standarisasi dan 

sertifikasi kompetensi sesuai  hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e) melaksanakan penyiapkan bahan penyusunan standar kualifikasi 

ketrampilan/kompetensi, standar latihan kerja, materi uji 

ketrampilan/kompetensi pelaksanaan uji ketrampilan/kompetensi tenaga 

kerja, penandatanganan sertifikat  dan  penyiapan bahan pembinaan dan 

penyuluhan sertifikasi dan akreditasi kelembagaan pelatihan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

f) melaksanakan inventarisir data standar kualifikasi ketrampilan/pelatihan 

kerja, materi uji ketrampilan/kompetensi dan sertifikat 

ketrampilan/kompetensi nasional yang telah ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

g) melaksanakan iventarisasi sertifikasi pelatihan tenaga kerja yang meliputi 

jenis sertifikat, penandatanganan sertifikat pelatihan, jumlah lembaga 

pelatihan menurut akreditasi sesuai dengan ketentuan     yang berlaku; 

h) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan sertifikasi dan 

akreditasi kelembagaan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
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i) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

j) membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengawasan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k) membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai 

tugas dan fungsinya. 

13. Kepala Seksi Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas 

memimpin dan melaksanakan kegiatan pengembangan produktifitas tenaga kerja 

meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas 

pengembangan produktifitas tenaga kerja berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

a. Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja adalah 

sebagai berikut: 

a) merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja 

berdasarkan program operasional bidang; 

b) memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengembangan Produktifitas 

Tenaga Kerja sesuai  ketentuan  dan rencana kerja; 

c) mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pengembangan Produktifitas 

Tenaga Kerja berdasarkan tugas  dan fungsi; 

d) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan 

produktifitas tenaga kerja sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang 

berlaku; 

e) melaksanakan bimbingan terhadap pelaksanaan permagangan dalam negeri 

maupun luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku; 

f) melaksanakan pengembangan keterampilan terhadap pencari kerja sesuai 

ketentuan yang berlaku; 



24 
 

g) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

sertifikasi dan registrasi perumahan dan pemukiman sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

h) membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengembangan produktifitas 

tenaga Kerja sesuai ketentuan yang berlaku; 

i) membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan dan Pengembangan 

Produktifitas Tenaga Kerja sesuai  pencapaian/target kinerja; dan 

j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan   sesuai 

tugas dan fungsinya. 

14. Kepala Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan operasional hubungan industrial meliputi penyiapan  perumusan 

kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

serta pelaksanaan  administasi tugas  kelembagaan dan syarat-syarat kerja, 

pengupahan dan  jamsostek  serta  penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 

a. Kepala  Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi: 

a) penyiapan perumusan  kebijakan  hubungan industrial; 

b) penyiapan  pelaksanaan kebijakan  hubungan industrial; 

c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hubungan industrial; 

d) pelaksanaan administrasi bidang   hubungan industrial;  dan  

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

b. Uraian tugas Kepala Bidang Hubungan Industrial adalah sebagai berikut: 

a) merencanakan operasional Bidang Pembinaan Hubungan Industrial 

berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku; 

b) membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Hubungan Industrial 

berdasarkan  rencana kerja; 

c) mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Hubungan Industrial 

sesuai tanggung jawab yang diberikan; 

d) melaksanakan penyiapan  perumusan kebijakan hubungan industrial sesuai 

hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 
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e) melaksanakan verifikasi dokumen  dan melaksanakan pelayanan pendaftaran 

perjanjian kerja serta melaksanakan koordinasi proses pengesahan dokumen 

peraturan perusahaan bersama dengan ruang lingkup operasi daerah 

kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku; 

f) melaksanakan koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi 

perselisihan dan pelaksanaan fasilitas pembuatan dan pemberdayaan 

Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan dan koordinasi pelaksanaan 

mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok 

kerja dan penutupan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku; 

g) melaksanakan pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten dan 

memfasilitasi pelaksanaan sidang/rapat penetapan kebutuhan hidup layak dan 

penetapan upah minimum kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku; 

h) melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tentang Hubungan Industrial 

kelembagaan dan syarat-syarat kerja, pengupahan dan jamsostek dan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan     yang 

berlaku; 

i) mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Hubungan 

Industrial berdasarkan capaian kinerja; 

j) menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi  di Bidang Hubungan Industrial 

sesuai ketentuan yang berlaku;  

k) melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Industrial sesuai pencapaian/target 

kinerja; dan 

l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan   sesuai 

tugas dan fungsinya. 

15. Kepala Seksi Kelembagaan dan Syarat-Syarat Kerja mempunyai tugas memimpin 

dan melaksanakan kegiatan kelembagaan dan syarat-syarat kerja meliputi 

penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas 

kelembagaan dan syarat-syarat kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. 

a. Uraian tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Syarat-syarat Kerja adalah sebagai 

berikut: 
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a) Merencanakan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Syarat-syarat Kerja 

berdasarkan program operasional bidang; 

b) memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Kelembagaan dan Syarat  syarat 

Kerja sesuai ketentuan dan rencana kerja; 

c) mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Kelembagaan dan Syarat-

syarat Kerja berdasarkan tugas dan fungsi; 

d) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kelembagaan dan 

syarat–syarat kerja sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e) melaksanakan penyiapan  bahan membentuk kelembagaan diperusahaan 

melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerja sama Bipartit sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

f) melaksanakan penyusunan konsep pembentukan Lembaga Kerja Sama 

Tripartit, melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kelembagaan, organisasi 

perusahaan, dan serikat pekerja/buruh serta  melaksanakan penyusun 

penyiapan sumber daya manusia guna pembuatan peraturan-peraturan  

perusahaan dan perjanjian kerja bersama sesuai ketentuan yang berlaku; 

g) melaksanakan penyusunan konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

h) melaksanakan pembinaan, verifikasi, pendaftaran dan pencatatan terhadap 

LKS Bipartit dan serikat pekerja/buruh sesuai ketentuan yang berlaku; 

i) melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kelembagaan 

dan syarat-syarat kerja sesuai bahan dan ketentuan yang berlaku; 

j) membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Kelembagaan dan Syarat-

syarat Kerja sesuai ketentuan yang berlaku; 

k) membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan dan     Syarat-syarat 

Kerja sesuai  pencapaian/target  kinerja; dan 

l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai 

tugas dan fungsinya. 

16. Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsostek mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan kegiatan pengupahan dan jamsostek meliputi penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan 
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evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas pengupahan dan 

jamsostek berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

a. Uraian tugas Kepala  Seksi pengupahan dan Jamsostek adalah sebagai berikut: 

a) merencanakan kegiatan Seksi Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja 

berdasarkan program  operasional bidang; 

b) memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pengupahan dan Jamsostek sesuai 

ketentuan  dan rencana kerja; 

c) mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pengupahan dan  Jamsostek 

berdasarkan tugas dan fungsi; 

d) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengupahan dan 

jamsostek sesuai  hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e) melaksanakan penyiapan  sumber daya manusia yang memahami Ketentuan 

pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja  sesuai ketentuan yang berlaku; 

f) melaksanakan penyiapan perumusan bahan penetapan upah minimum 

Kabupaten/Kota dan sektor sesuai ketentuan yang berlaku; 

g) melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pengupahan dan jamsostek sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

h) melaksanakan penyusunan konsep pembentukkan Dewan Pengupahan 

Kabupaten dan memfasilitasi pelaksanaan sidang/rapat penetapan kebutuhan 

hidup layak dan penetapan upah minimum kabupaten sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

i) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

Pengupahan dan Jamsostek sesuai bahan dan ketentuan yang berlaku; 

j) membimbing  pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pengupahan dan Jamsostek 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

k) membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengupahan dan Jamsostek sesuai 

pencapaian/target kinerja; dan 

l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan  sesuai tugas dan 

fungsinya. 

17. Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas 

memimpin dan melaksanakan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan  

industrial meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan 
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pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan 

administrasi tugas penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

a. Uraian tugas Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah 

sebagai berikut: 

a) merencanakan kegiatan Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

berdasarkan program operasional bidang; 

b) memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial berdasarkan ketentuan  dan  rencana kerja; 

c) mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Perselisihan Hubungan 

Industrial berdasarkan tugas dan fungsi; 

d) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang 

berlaku; 

e) melaksanakan penyiapan  sumber daya manusia yang memahami pencegahan 

dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan  yang 

berlaku; 

f) melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku; 

g) melaksanakan pencegahan, penanggulangan, penanganan mogok kerja/unjuk 

rasa dan kasus Lock Out (Penutupan Perusahaan) sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

h) melaksanakan penyelasaian perselisihan Hubungan Industrial melalui 

mediator dan melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tentang penanganan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku; 

i) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku; 

j) membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial sesuai ketentuan yang berlaku; 

k) membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial sesuai pencapain/target kinerja; dan 
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l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai 

tugas dan fungsinya. 

18. Kepala Bidang Ketransmigrasian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

operasional ketransmigrasian meliputi penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan 

pelaksanaan  kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan  

administasi tugas penyiapan, penempatan dan permukiman transmigrasi, penataan 

dan penyebaran  penduduk  di kawasan transmigrasi dan pembinaan serta  

pemberdayaan  masyarakat kawasan transmigrasi berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

a. Kepala Bidang Ketransmigrasian mempunyai fungsi: 

a) penyiapan perumusan  kebijakan ketransmigrasian; 

b) penyiapan pelaksanaan kebijakan ketransmigrasian; 

c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ketransmigrasian; 

d) pelaksanaan administrasi bidang ketransmigrasian; dan 

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

b. Uraian tugas Kepala Bidang Ketransmigrasian adalah sebagai berikut: 

a) merencanakan operasional Bidang Ketransmigrasian berdasarkan rencana 

strategis dinas dan ketentuan yang berlaku; 

b) membagi tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Ketransmigrasian berdasarkan 

rencana kerja; 

c) mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Ketransmigrasian sesuai 

dengan tanggung  jawab yang diberikan; 

d) melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan ketrasmigrasian sesuai hasil 

analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e) melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis penyuluhan pendataan dan 

seleksi dan perumusan bahan komunikasi, informasi dan edukasi 

ketransmigrasian sesuai ketentuan yang berlaku; 

f) melaksanakan dan mengkaji bahan bimbingan teknis pemindahan dan 

pembinaan usaha ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan transmigrasi 

sesuai ketentuan yang berlaku; 
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g) melaksanakan koordinasi Kerjasama Antar Daerah (KSAD) tentang 

penyelenggaraan tranmigrasi/penataan persebaran penduduk sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

h) melaksanakan pengendalian dan mengkaji perencanaan, pengembangan dan 

pelaksanaan  penyiapan,  penempatan pemukiman transmigrasi dan 

penyebaran penduduk di kawasan transmigrasi serta pembinaan 

pemberdayaan masyarakat kawasan Transmigrasi sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

i) mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Ketransmigrasian 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

j) menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Ketransmigrasian sesuai 

ketentuan yang berlaku;  

k) melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Ketransmigrasian sesuai 

pencapaian/kinerja target; dan 

l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai 

tugas dan fungsinya. 

19. Kepala Seksi Penyiapan, Penempatan dan Permukiman Transmigrasi mempunyai 

tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan penyiapan, penempatan dan 

permukiman transmigrasi meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta 

pelaksanaan administrasi tugas penyiapan, penempatan dan permukiman 

transmigrasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

a. Uraian tugas Kepala Seksi Penyiapan, Penempatan Pemukiman Transmigrasi 

adalah sebagai berikut: 

a) merencanakan kegiatan Seksi Penyiapan, Penempatan dan Permukiman 

Transmigrasi berdasarkan program operasional bidang; 

b) memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Penyiapan, Penempatan dan 

Permukiman Transmigrasi berdasarkan ketentuan dan rencana kerja; 

c) mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Penyiapan, Penempatan dan 

Permukiman Transmigrasi berdasarkan tugas dan fungsi; 
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d) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyiapan, 

penempatanan permukiman transmigrasi sesuai hasil analisis data dan 

ketentuan yang berlaku; 

e) melaksanakan pendaftaran dan penyuluhan kepada calon transmigran sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

f) melaksanakan pengangkutan dan pengawalan calon transmigrasi dari tempat 

asal sampai ke daerah penempatan transmigrasi dan melaksanakan pelatihan 

calon transmigran sesuai ketentuan yang berlaku; 

g) melaksanakan pengurusan pengsertifikatan tanah milik transmigran sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

h) melaksanakan kegiatan perencanaan teknis permukiman dan  penempatan dan 

dari prasurvei, survei, identifikasi lokasi dan pengurusan pembebasan tanah 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

i) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

penyiapan  penempatan dan pemukiman transmigrasi sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

j) membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Penyiapan  Penempatan dan 

Pemukiman Transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku; 

k) membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyiapan, Penempatan dan 

Pemukiman Transmigrasi sesuai pencapaian/kinerja target; dan 

l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan   sesuai 

tugas dan fungsinya. 

20. Kepala Seksi Penataan dan Penyebaran Penduduk di Kawasan  Transmigrasi 

mempunyai tugas memimpin dan   melaksanakan kegiatan penataan dan 

penyebaran penduduk di kawasan  transmigrasi meliputi penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas penataan dan 

penyebaran penduduk di kawasan transmigrasi berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

a. Uraian tugas Kepala Seksi Penataan dan Penyebaran Penduduk di Kawasan 

Transmigrasi adalah sebagai berikut: 
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a) merencanakan kegiatan Seksi Penataan dan Penyebaran Penduduk di 

Kawasan Transmigrasi berdasarkan program operasional bidang; 

b) memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Penataan dan Penyebaran 

Penduduk di Kawasan Transmigrasi sesuai ketentuan dan rencana kerja; 

c) mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Penataan dan Penyebaran 

Penduduk di Kawasan Transmigrasi berdasarkan tugas dan fungsi; 

d) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penataan dan 

penyebaran penduduk sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku; 

e) melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan 

pengembangan penataan dan penyebaran pnduduk di kawasan transmigrasi  

dengan unit kerja terkait sesuai ketentuan yang berlaku; 

f) melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur 

WPT atau LPT sesuai ketentuan yang berlaku; 

g) melaksanakan pengendalian dan supervisi pelaksanaan rehabilitasi 

pengembangan penataan dan penyebaran penduduk di kawasan transmigrasi 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

h) melaksanakan penyiapan perencanaan teknis penataan dan penyebaran 

penduduk  sesuai ketentuan yang berlaku; 

i) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

penataan dan penyebaran penduduk di kawasan  transmigrasi sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

j) membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi penataan dan Penyebaran 

Penduduk di Kawasan  transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku; 

k) membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Penataan dan Penyebaran 

Penduduk Transmigrasi sesuai pencapaian/target kinerja; dan 

l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai 

tugas dan fungsinya. 

21. Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi 

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan 

pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi meliputi penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi tugas penyelesaian 
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pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

a. Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan 

Transmigrasi adalah sebagai berikut: 

a) merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kawasan Transmigrasi berdasarkan program operasional bidang dan 

ketentuan yang berlaku; 

b) memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kawasan Transmigrasi sesuai ketentuan dan rencana kerja; 

c) mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kawasan Transmigrasi sesuai tugas dan fungsi; 

d) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan 

pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi sesuai hasil analisis data dan  

ketentuan yang berlaku; 

e) melaksanakan perumusan  bahan bimbingan, sosialisasi dan fasilitasi 

peningkatan kualitas sumber daya manusia di permukiman transmigrasi 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

f) melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan usaha 

ekonomi dan sosial budaya di lokasi transmigrasi sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

g) melaksanakan penyaluran jaminan hidup transmigran sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

h) melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyaluran bantuan sarana dan 

prasarana pertanian, usaha ekonomi dan sosial budaya sesuai  ketentuan yang 

berlaku; 

i) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

j) membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pembinaan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi sesuai ketentuan yang 

berlaku; 
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k) membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kawasan Transmigrasi sesuai pencapainan/target kinerja; dan 

l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan  sesuai 

tugas dan fungsinya. 

Struktur Organisasi yang memperlihatkan jalur koordinasi struktural pada Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai dapat dilihat dalam Bagan Struktur 

Organisasi pada Gambar di berikut  : 



35 
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D.  P3D (PERSONIL, PEMBIAYAAN, PERLENGKAPAN DAN 

DOKUMENTASI) 

1. Sumber Daya Manusia  

Aparatur pegawai negeri sebagai pelaksana tugas pelayanan dibidang 

pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sangat berpengaruh 

terhadap kinerja dinas. Oleh karena itu, kualifikasi, pengetahuan, keterampilan, sikap 

dan perilaku aparatur hendaknya sesuai dengan yang diperlukan oleh Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi didalam melaksanakan tugasnya. Secara Struktural, kondisi 

Kepegawaian di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Banggai mempunyai jumlah pegawai adalah 36 orang yang terdiri dari: 

1. PNS         :     31 orang 

2. CPNS      :       5  orang 

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan 

golongan, pendidikan, jenis kelamin, jabatan dan tempat penugasan sebagaimana 

dapat dilihat pada Tabel-Tabel berikut : 

 

Tabel 3.1 

Kondisi Struktural Pegawai Berdasarkan Golongan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Tahun 2025 

 

Golongan PNS CPNS Jumlah 

I 1 -  

II 2 -  

III 26 5  

IV 6 -  

Jumlah 36 - 36 

 

Tabel 3.2 

Kondisi Struktural Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin  

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Tahun 2025 

 

Jenis Kelamin PNS CPNS Jumlah 

Laki - Laki 16 - 16 

Perempuan 19 - 19 

Jumlah 36 - 36 
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Tabel 3.3 

Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Tahun 2025 

No Gol. 

Tingkat Pendidikan 

Jumlah 
SMP SLTA D2 D3 S1 S2 

1. IV - - - - 4 2 6 

2. III - 4 - 1 21 - 26 

3. II - 2 - - - - 2 

4. I 1 - - - - - 1 

Jumlah 1 6 - 1 25 2 36 

 

Tabel 3.4 

Kondisi Pegawai Berdasarkan Penugasannya ke Bidang – Bidang  

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Tahun 2025 

No. Bidang Jumlah 

1. Penempatan dan Perluasan Kerja 5 Orang 

2. Pelatihan dan Produktivitas 5 Orang 

3. Hubungan Industrial 4 Orang 

4. Ketransmigrasian 3 Orang 

5. UPTD –LLK 7 Orang 

 

Tabel 3.5 

Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan  

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi   Kabupaten Banggai Tahun 2025 

No. Jabatan Jumlah 

1. Esselon II B (Kepala Dinas) 1 Orang 

2. Esselon III A (Sekretaris) 1 Orang 

3. Esselon III B (Kepala Bidang) 3 Orang 

4. Esselon IV A (Kasubag,Kasie, KaUPTD) 4 Orang 

5. Pejabat Fungsional 13 Orang 

6. Pengawas Ketenagakerjaan - 

7. Mediator 3 Orang 

8. Pengantar Kerja - 
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9. Instruktur 1 Orang 

10. Pejabat Pelaksana 12 Orang 

 

 

2. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi Kab. Banggai sebagai berikut :  

Tabel 3.6 

Kondisi Sarana dan Prasarana  

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi   Kabupaten Banggai Tahun 2025 

No Sarana/Prasarana Jumlah Satuan Ket 

1  Gedung Kantor  2 Unit 1 Unit Jl. Tg Tampak 

1 Unit Di Desa Koyoan  

2  Kendaraan Roda 4  1 Unit  

3  Kendaraan Roda 2  12 Unit  

4  Komputer  21 Unit  

5  Laptop  9 Unit  

6  Proyektor  2 Unit  

7  Kamera  1 Buah  

8  Mesin Ketik  3 Buah  

9  AC  10 Unit  

10  Printer  21 Buah  

11  Kursi Kerja  11 Buah  

12  Lemari  7 Buah  

 

3.  Pembiayaan  

Adapun Alokasi Anggaran per 31 September 2025 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 3.7 

Ringkasan Alokasi Anggaran 2025 

 

 

No 
 

Uraian 
Pagu 

Anggaran (Rp) 

Realisasi 

Anggaran (Rp) 

 

Sisa Dana (Rp) 

 

1. 
Belanja Operasi 8.218.295.132 4.490.837.314 3.727.457.818 

2. Belanja Modal 20.601.000 10.300.500 10.300.500 

 
J U M L A H 8.238.896.132 4.501.137.814 3.737.758.318 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Profil Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banggai  berisi gambaran 

Tugas Pokok dan fungsi serta Uraian Tugas, Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 

sumber daya manusia sarana dan prasarana  penunjang kegiatan,capaian kinerja pelayanan 

yang  program dan  kegiatannya   mengarah pada Visi dan Misi Dinas. 

Kami menyadari dalam penyusunan profil ini masih banyak terdapat kesalahan 

kesalahan untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan agar dalam pembuatan profil 

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ke depan bisa lebih baik lagi. 

Demikianlah Profil ini kami sampaikan untuk memberikan gambaran secara global  

mengenai Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten  Banggai. 

 



 

 

PROFIL 

KEGIATAN BIDANG PENEMPATAN DAN 

PERLUASAN KERJA  

TAHUN 2024 

 

 

 

 

 

 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

KABUPATEN BANGGAI 

TAHUN ANGGARAN 2024 



 

 

 

BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KERJA TERDIRI DARI 3 JABATAN 

FUNGSIONAL YAITU: 

1. PENGANTAR KERJA MUDA SUB. KOORDINATOR SEKSI INFORMASI 

PASAR KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA 

2. PENGANTAR KERJA MUDA SUB. KOORDINATOR SEKSI PEMBINAAN 

TENAGA KERJA MANDIRI 

3. PENGANTAR KERJA MUDA SUB. KOORDINATOR SEKSI TEKNOLOGI 

TEPAT GUNA DAN PADAT KARYA 

 

ADAPUN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA BIDANG PENEMPATAN DAN 

PERLUASAN KERJA PADA TAHUN 2024 YAITU: 

- PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA : 

1. PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 

2. PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA 

3. PENERBITAN PERPANJANGAN IMTA YANG LOKASI KERJA DALAM 1 

(SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM : PENEMPATAN TENAGA KERJA  

KEGIATAN : PELAYANAN ANTAR KERJA DI 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Sub. Kegiatan :  Pelayanan Antar Kerja 



 

 

 

 

 

Pencari Kerja yang Terdaftar dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja 

menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Banggai, Bulan Januari s/d Bulan 

Juli 2024: 

Tingkat 
Pendidikan 

Pencari kerja yang 
terdaftar 

Lowongan Kerja 
Terdaftar 

Penempatan/Pemenu
han Tenaga Kerja 

L P L  P L P 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

              

Tidak/Belum 
2 0 2 0 2 0 Pernah 

Sekolah 

              

SD 11 0 15 0 7 2 

SLTP 24 7 14 7 13 5 

SLTA 560 150 267 163 197 143 

DIPLOMA 18 30 91 46 50 25 

UNIVERSITAS 176 175 244 99 293 55 

JUMLAH 791 362 633 315 562 230 

TOTAL 1153 948 792 

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai  

 



 

PROSEDUR MUTU : STANDAR PELAYANAN KARTU PENCARI KERJA/AK.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOKUMENTASI PELAYANAN KARTU PENCARI KERJA (AK1) 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM : PENEMPATAN TENAGA KERJA  

KEGIATAN : PENGELOLAAN INFORMASI 

PASAR KERJA 

Sub. Kegiatan :  Pemeliharaan dan Operasional 

Aplikasi Informasi Pasar Kerja 

Online 



 

 

 

 

 

PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI PELAYANAN PUBLIK 

 

Website Kartu Pencari Kerja :  karirhub.kemnaker.go.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PROGRAM : PENEMPATAN TENAGA KERJA  

KEGIATAN : PENERBITAN PERPANJANGAN 

IMTA YANG LOKASI KERJA 

DALAM 1 (SATU) DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Sub. Kegiatan :  Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perpanjangan IMTA yang Lokasi 

Kerja dalam 1 (Satu) Daerah 



 

 

Website Tenaga Kerja Asing :  tka-daerah.kemnaker.go.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukti Lapor Kedatangan /Keberadaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing 

Pendatang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROFIL 

BIDANG PELATIHAN KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

KABUPATEN BANGGAI 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA TERDIRI DARI 3 

JABATAN FUNGSIONAL YAITU: 

1. INSTRUKTUR MUDA SUB. KOORDINATOR SEKSI PELATIHAN DAN 

PEMAGANGAN 

2. INSTRUKTUR MUDA SUB. KOORDINATOR SEKSI PENGEMBANGAN DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 

3. INSTRUKTUR MUDA SUB. KOORDINATOR SEKSI STANDARISASI DAN 

SERTIFIKASI KOMPETENSI 

ADAPUN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA BIDANG PELATIHAN DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA TAHUN 2024 YAITU: 

- PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA : 

1. PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM : PELATIHAN KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  

KEGIATAN : PELAKSANAAN PELATIHAN 

BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI 

Sub. Kegiatan :  Proses Pelaksanan Pendidikan dan Pelatihan 

Keterampilan Bagi Pencari Kerja 

Berdasarkan Klaster Kompetensi 



 

KEGIATAN PELATIHAN MENGEMUDI 

 

KECAMATAN TOILI BARAT 

TANGGAL KEGIATAN 26 s/d 13 Desember 2024 

JUMLAH PESERTA PELATIHAN MENGEMUDI : 16 ORANG 

 

SUMBER DANA APBD 

 

 

 

 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

KABUPATEN BANGGAI 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

 



 

1. Pelatihan Mengemudi di Kec. Toili Barat 

Nama-nama Peserta Pelatihan Mengemudi di Kecamatan Toili Barat: 

NO NAMA 

JENIS 

KELAMIN 

PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

PELATIHAN PELAKSANA 

1 Marten Paleba Laki-Laki SMP Mengemudi Disnakertrans 

2 Soniarto Dj. Saing Laki-Laki SMA Mengemudi Disnakertrans 

3 Nikzon Nanggele Laki-Laki SMP Mengemudi Disnakertrans 

4 Anton Petrus Pangga Laki-Laki SMP Mengemudi Disnakertrans 

5 Mextisen Salona Laki-Laki SMA Mengemudi Disnakertrans 

6 Stepen Niklas Roy Renyaan Laki-Laki SD Mengemudi Disnakertrans 

7 Editson Nanggele Laki-Laki SMA Mengemudi Disnakertrans 

8 Feri Nanggele Laki-Laki SMU Mengemudi Disnakertrans 

9 Royharjoyo Laorens Laki-Laki SMA Mengemudi Disnakertrans 

10 Jennyarto Sudamara Laki-Laki SMU Mengemudi Disnakertrans 

11 Fengki Laorens Laki-Laki SMU Mengemudi Disnakertrans 

12 Noldi Pomantau Laki-Laki SMP Mengemudi Disnakertrans 

13 Ucisiswanto Salapang Laki-Laki SMP Mengemudi Disnakertrans 

14 Yulius Weyha Laki-Laki SMA Mengemudi Disnakertrans 

15 Maks Roky Weyha Laki-Laki STM Mengemudi Disnakertrans 

16 Jefri Bode Laki-Laki Smp Mengemudi Disnakertrans 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dokumentasi Pelatihan Mengemudi di Kec. Toili Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Pelatihan Tata Boga  Kec. Luwuk Selatan 

Nama-nama Peserta Pelatihan Tata Boga Kecamatan Luwuk Selatan: 

NO NAMA 
JENIS 

KELAMIN 

PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

PELATIHAN PELAKSANA 

1 Winda Maria Salapang Perempuan SMA Tata Boga Disnakertrans 

2 Feronika Polaku Perempuan SMU Tata Boga Disnakertrans 

3 Lisbeth Latibe Perempuan SMU Tata Boga Disnakertrans 

4 Helly S. Sonith Perempuan SMA Tata Boga Disnakertrans 

5 Sartika Pura Perempuan SMU Tata Boga Disnakertrans 

6 Femy Y. Laorens Perempuan SMU Tata Boga Disnakertrans 

7 Indawani Sumain Perempuan SMA Tata Boga Disnakertrans 

8 Pebriani Bode Perempuan SMP Tata Boga Disnakertrans 

9 Kartini Salona Perempuan SMU Tata Boga Disnakertrans 

10 Marthina Ape Perempuan SMU Tata Boga Disnakertrans 

11 Gusti Putu Suartini Perempuan SMP Tata Boga Disnakertrans 

12 Verawati Ajabae Perempuan SMA Tata Boga Disnakertrans 

13 Yanice Satolom Perempuan SMP Tata Boga Disnakertrans 

14 Mayce Kuewa Perempuan SMA Tata Boga Disnakertrans 

15 Rini Kuewa Perempuan SMP Tata Boga Disnakertrans 

16 Yulianti Ajabae Perempuan SMU Tata Boga Disnakertrans 

 

 

 

 



DOKUMENTASI PELATIHAN TATA BOGA KEC. LUWUK SELATAN 

 



 

 

KEGIATAN PELATIHAN MENJAHIT 

 

KECAMATAN TOILI BARAT 

TANGGAL KEGIATAN 05 NOVEMBER S/D 25 NOVEMBER 2024 

JUMLAH PESERTA PELATIHAN MENJAHIT : 16 ORANG 

 

SUMBER DANA APBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

KABUPATEN BANGGAI 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

 



 

 

1. Pelatihan Menjahit di Kec. Toili Barat 

NAMA JENIS 

KELAMIN 

PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

PELATIHAN PELAKSANA 

DJUMINA Perempuan SMA Menjahit  Disnakertrans 

TITIN SUWARTINI Perempuan SMP Menjahit  Disnakertrans 

SUNARMI Perempuan SD Menjahit  Disnakertrans 

SRI WIDAYATI Perempuan SMEA Menjahit  Disnakertrans 

RITNA Perempuan SD Menjahit  Disnakertrans 

RITA PUTRI Perempuan SMA Menjahit  Disnakertrans 

SITI HOLISAH Perempuan SMA Menjahit  Disnakertrans 

RAMLAH Perempuan SMK Menjahit  Disnakertrans 

SUKARTI Perempuan SMP Menjahit  Disnakertrans 

PRASTININGSIH Perempuan SPP Menjahit  Disnakertrans 

MARLINA Perempuan SMK Menjahit  Disnakertrans 

HERNIS KRISNA YULITA Perempuan SMA Menjahit  Disnakertrans 

SRI YULIATI LANUWU Perempuan SMA Menjahit  Disnakertrans 

GEMI RAHAYU NINGSIH Perempuan SMP Menjahit  Disnakertrans 

SULASTRI Perempuan SMP Menjahit  Disnakertrans 

SARMI S Perempuan SMA Menjahit  Disnakertrans 

 

 

 

 

 



 

 

DOKUMENTASI PELATIHAN MENJAHIT DI DESA MULYOHARJO 

KECAMATAN MOILONG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM : PELATIHAN KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  

KEGIATAN : PELAKSANAAN PELATIHAN 

BERDASARKAN UNIT 

KOMPETENSI 

Sub. Kegiatan :  Koordinasi Lintas Lembaga dan 

Kerjasama dengan Sektor Swasta 

untuk Penyediaan Instruktur serta 

Sarana dan Prasarana Lembaga 

Pelatihan Kerja 



SUMBER DANA APBN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM : PENINGKATAN KOMPETENSI 

TENAGA KERJA DAN 

PRODUKTIVITAS  

KEGIATAN : PENGEMBANGAN 

STANDARISASI KOMPETENSI 

TENAGA KERJA DAN 

PROGRAM PELATIHAN 

BINALATTAS 



 

 

KEGIATAN PELATIHAN KEJURUAN MENJAHIT, 

INSTALASI LISTRIK DAN LAS 
 

DI UPTD LLK, KECAMATAN NAMBO 

TANGGAL KEGIATAN 01 S/D 18 JULI 2024 

JUMLAH PESERTA PELATIHAN KEJURUAN MENJAHIT : 16 ORANG 

JUMLAH PESERTA PELATIHAN KEJURUAN INSTALASI LISTRIK : 16 ORANG 

 

SUMBER DANA APBN 

 

 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

KABUPATEN BANGGAI 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 



 

2. Dokumentasi pelatihan Kejuruan Menjahit 

 

3. Dokumentasi pelatihan Kejuruan Instalasi 

Listrik 

 



 

PROFIL 

KEGIATAN BIDANG HUBUNGAN 

INDUSTRIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

KABUPATEN BANGGAI 

TAHUN ANGGARAN 2024 

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL TERDIRI DARI 3 JABATAN FUNGSIONAL 

YAITU: 

1. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL MUDA SUB. KOORDINATOR SEKSI 

KELEMBAGAAN DAN SYARAT-SYARAT KERJA 

2. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL MUDA SUB. KOORDINATOR SEKSI 

PENGUPAHAN DAN JAMSOSTEK 

3. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL MUDA SUB. KOORDINATOR SEKSI 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INUSTRIAL 

ADAPUN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA BIDANG PENEMPATAN DAN 

PERLUASAN KERJA PADA TAHUN 2024 YAITU: 

- PROGRAM HUBUNGA INDUSTRIAL : 

1. PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN 

PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA 

BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 

2. PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN 

INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM : HUBUNGAN INDUSTRIAL 

KEGIATAN : PENGESAHAN PERATURAN 

PERUSAHAAN DAN 

PENDAFTARAN PERJANJIAN 

KERJA BERSAMA UNTUK 

PERUSAHAAN YANG HANYA 

BEROPERASI DALAM 1 

(SATU)  DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Sub. Kegiatan :  Penyelenggaraan Pendataan dan 

Informasi Sarana Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja serta Pengupahan 



 

Dokumentasi Penyerahan BPJS Ketenagakerjaan Kepada 

Non ASN, Pekerja Keagamaan, Petugas Kebersihan, 

Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidikan di Graha 

Pemda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PROGRAM : HUBUNGAN INDUSTRIAL 

KEGIATAN : PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN 

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, 

MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN 

PERUSAHAAN DI DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Sub. Kegiatan :  Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan 

Perusahaan yang Berakibat/Berdampak 

pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 



 

Jumlah Aduan Pekerja  Januari 2024 s/d Mei 2025 : 

Jumlah Aduan Pekerja : 19 Pekerja 

1. Persetujuan Bersama : 7 Pekerja 

2. Anjuran : 7 Pekerja 

3. Pencabutan Laporan : 1 Pekerja 

4. Sementara Proses : 3 Pekerja 

5. Dihentikan : 1 Pekerja 

6. Ditunda : 0 Pekerja 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dokumentasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 

Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang 

Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

KABUPATEN BANGGAI 

TAHUN ANGGARAN 2024 

BIDANG KETRANSMIGRASIAN TERDIRI DARI 3 JABATAN FUNGSIONAL 

YAITU: 

1. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA SUB. KOORDINATOR 

SEKSI PENATAAN DAN PENYEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN 

TRANSMIGRASI 

2. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA SUB. KOORDINATOR 

SEKSI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAWASAN 

TRANSMIGRASI 

3. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA SUB. KOORDINATOR 

SEKSI PENYIAPAN, PENEMPATAN DAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI 

 

ADAPUN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA BIDANG KETRANSMIGRASIAN 

PADA TAHUN 2024 YAITU: 

- PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI : 

1. PENCADANGAN TANAH UNTUK KAWASAN TRANSMIGRASI 

- PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI : 

1. PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI 1 

(SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 

- PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI : 

1. PENGEMBANGAN SATUAN PEMUKIMAN PADA TAHAP KEMANDIRIAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM : PERENCANAAN KAWASAN 

TRANSMIGRASI 

KEGIATAN : PENCADANGAN TANAH UNTUK 

KAWASAN TRANSMIGRASI 

Sub. Kegiatan :  Identifikasi Potensi Kawasan 

Transmigrasi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM : PEMBANGUNAN KAWASAN 

TRANSMIGRASI 

KEGIATAN : PENATAAN PERSEBARAN 

PENDUDUK YANG BERASAL 

DARI 1 (SATU) DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Sub. Kegiatan :  Pelatihan Transmigrasi 





PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

fi.hnat : ![ tg. tarpflfo. 1 LwnL tclryr 21301-21755 tFat(M61) Zliui

Menimbang

Mengingat

STJRAT KEPUTTISAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN BANGGAI
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor :&{J{Jltqlq b / Disnakertrawl2024

TENTANG
PENUNJUKKAN INSTRUKTUR /NARASUMBER PELATIEAN

PENGOLAHAN MAKANAN
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

BIDANG KETRANSMIGRASIAN
TAIITIN ANGGARAN 2024

a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program pelatihan pengolahan Makanan

pada Dinas Tenaga Ke{a dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Tahun

Anggaran 2024, maka dipandang perlu penunjukkan InstrukturA{arasumber

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengolahan Makanan Tahun Anggaran 2024.

b. untuk memenuhi maksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Dinas Tenaga Keda dan Transmigrasi Kabupaten Banggai.

l. undang-undang Nomor : 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah

Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah (lembaran

Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437);
3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan

pemerintah pusat dan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 126,
tambahan lembaran negara nomor 443g);

4. Undang-undang RI Nomor : 17 tahun 1994, tentang keuangan Negara
(lembaran negara tahun 2003 nomor 47);

5. Undang-undang No. l5 tahun 1997 tentang Ketransmigasian;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah nomor : 50 tahun 2000
tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah.

7. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai
No 44 I /l 2 I /Nakertrans tentang Dokumen pelaksanaan pergeseran Anggaran
Dinas tenaga Kefa dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Tahun Anggaran
2024.



MENETAPKAN:

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

MEMTITTISKAN

Menunjuk InstrukturNarasumber Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pengolahan

Makanan yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) untuk melaksanakan

tugas sesuai ruang lingkup tugas dan jabatan sebagaimana lajur 3 (tiga) pada

lampiran Surat Keputusan ini:

Kepada mereka yang nama-namanya tercantum pada lajur 2 (dua) lampiran Surat

Keputusan ini agar segera melaksanakan tugasnya sebagaimana jabatan pada lajur

3 (tiga) lampiran surat keputusan inil

Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan pada poin 2 (dua) akan dibebankan

pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-

SKPD) Dinas Tenaga Ke{a dan Transmigrasi Nomor DPA-SKPD : 900/

1 I 24lNakertrans tanggal, 27 Desember 2024.

Lokasi Kegiatan Pelatihan Pengolahan Makanan di lokasi Desa Suka Maju I
Kecamatan Batui Selatan Kabupaten Banggai;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai pelaksanaan

Kegiatan Pelatihan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan

seperlunya.

DITETAPKANDI
PADATANGGAL 290ktober 2024

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

. KABUPATEN BANGGAI,

LUWUK

fl
(

r--'-

ERNAINI MUSTATIM. SH..MII
Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19660329 199303 2 007

Tembusan Yth :
l. Bupati Banggai di - Luwuk;
2. Ketua DPRD Kab. Banggai di - Luwuk;
3. Kepala Dinas Aset dan Keuangan Daerah

Kab. Banggai di - Luwuk;
4. Arsip.



DAFTAR HADIR PESERTA KEGIATAN PENATAAN PERSEBARAN PENDUOUK

YANG BERASAT DARI 1 (SATU) DAERAH KAEUPATEN/KOTA

SUB.KEGIATAN PE]ATIHAN TRANSMIGRASI TRIW.II

PEIATIHAN PET{GOI.AHAN MAKANAN DI DESA SUI(A MAIU l KEC.BATU! SEI.ATAN

DINAS TENAGA KER'A DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGGAI

TAHUN ANGGARAN 2024.

BATUISELATAN, (r NOVEMBER2O24

KEPALA

NO NAMA ATAMAT Tanda Tangan

7 2 j

1 Y1ad" lQdoh n

ktLu+, a!Mttnr

Sut, t 6

flrryru*a

|ub^ rit, ;^la L w
2 !g*o^o;, Saoo

StJ[can^q"V Sa-+Y

4w_4

5

3

4 5v Silr'\-,

$urtlun U Se rt
5

5

DVon [aA0ttPa Novt Aipr

,f4r uznq,

7
6irr NarzJtul1tl

t^, &tt

^V
1:Tt Ar'rT t

Duw i sn't ar sill

A( Lt)r0

^

ELrA

$urn nn| u Sn rq. ,0 I

8

9

g**l'lv $nrr,t

S4lzaynaigq Jatu

8 \kA4
,Aqr.l;

10 3vp arw^ju !a.{u 10 %fu
1,L

L2

1r*o^^ru 9qb u
11 I

Su(An A(u 816\l t2

q..lH.13 ui lco) tklY,nd
U mi l.^ti lrh
lFr:,u.hwi

5 l-r t gqrnkB.srl+

$uvo-oia So€u

74
guKaw dfu 9avv t4 QtY'{,4

15 SuEornOtuu SOl,u ,,/fuL
t,

r,

16 5 q [crr*ElU gnhu ,,

t7 ILt s^,,

ry% 1,1*"i*q Yun'

9u\aam"Uu SaLu L7

18

,L19

18 Lr

19

U

MlAtn1r w

1rsa P,r{L*tf,?rLi

' [/

20
lr -

JUMLAH

NtP. t9770722 200902 1 001

5

T

(
z.(n il,U

yP6tr*fu s*ru

6

I

v'"1

,o .ET




	Tabel 3.1
	Tabel 3.2
	Tabel 3.3
	Tabel 3.4
	Tabel 3.5
	Tabel 3.6
	Tabel 3.7

